NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NOMOR :440/ | /DINKES/2025
NOMOR : HK.03.01/D.XI1l/ 58 4//2025

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima (09-05-2025), bertempat sesuai dengan kedudukan masing-
masing PIHAK, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HIDAYAT ARSANI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
berkedudukan di Komplek Perkantoran dan
Permukiman Terpadu Jalan Pulau Bangka,
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. TWAN DAKOTA : Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita,
berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat
di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87,
Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan
Palmerah, Kota Jakarta Barat, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menter
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.03.03/MENKES/1907/2023 tanggal 24
Agustus 2023, bertindak untuk dan atas
nama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh
Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA,
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di tingkat provinsi yang melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit milik Pemerintah
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1243 tahun 2005
tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perjan Menjadi
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;

3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pusat Jantung Nasional berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/602/2017
tanggal 13 November 2017 dengan kegiatan utama menyelenggarakan
kegiatan jasa pelayanan, pengembangan sumber daya manusia (SDM)
dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan jantung dan
pembuluh darah yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan
dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung
tinggi profesionalisme.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama

Daerabh;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

g
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(2) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
adalah Koordinator Pengampuan Pelayanan Jantung dan Pembuluh
Darah yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan
pengampuan jejaring pengampuan layanan jantung dan pembuluh
darah bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang
diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan
Menteri Kesehatan.

(3) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian
Kesehatan dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah
Provinsi yang telah memenuhj kriteria sebagai pengampu regional, yang
diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan jantung dan
pembuluh darah bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian
Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah
provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan.

(4) Strata Utama adalah Rumah Sakit jejaring pelayanan jantung dan

pembuluh darah yang diampu dengan tingkatan utama sesuai kriteria
yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

(5) Strata Madya adalah Rumah Sakit jejaring pelayanan jantung dan

pembuluh darah yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria
yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam
melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Pelayanan jantung dan
pembuluh darah dan mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik
tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan
alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM bagi

kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
a. Meningkatkan mutu pelayanan jantung dan pembuluh darah serta
penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, tenaga kesehatan

lainnya dan pencatatan serta pelaporan penyakit jantung dan
pembuluh darah di rumah sakit;

b. Melakukan pengembangan, sarana, prasarana dan alat kesehatan
bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat di bidang pelayanan jantung dan pembuluh
darah.
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PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah seluruh kewenangan yang
dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka sinergi jejaring pengampuan
pelayanan jantung dan pembuluh darah.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK
meliputi:

a. Jejaring Pengampuan pelayanan jantung dan pembuluh darah.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari
tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya meliputi
pendidikan dan pelatihan dalam bidang jantung dan pembuluh darah;

c. Dukungan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk
layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah, serta layanan
bedah jantung;

d. Registri dalam bidang jantung dan pembuluh darah.

e. Penguatan tata kelola jejaring pengampuan.

(3) PARA PIHAK bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan
layanan Jantung dan pembuluh darah dengan ketentuan:

a. PIHAK KESATU merupakan pemilik Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan menerima
pengampuan sesuai program pengampuan layanan jantung dan
pembuluh darah berupa pelayanan diagnostik invasif dan intervensi
non bedah serta pelayanan bedah jantung dari PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KEDUA merupakan koordinator pengampuan layanan Jantung
dan pembuluh darah yang melaksanakan pengampuan pelayanan
diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah
jantung kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) PIHAK KESATU menugaskan pimpinan organisasi perangkat
daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan
ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan
terakhir Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/602/2017
tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan
Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174 /2024 ten
tang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pela
yanan Kesehatan Prioritas;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 1059/2024 ten
tang Pemberian Jasa Tambahan Bagi Tim Pengampu Pada Program Jeja
ring Pengampuan Pelayanan Kesehatan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 1277 /2024 ten
tang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker,Jantung dan
pembuluh darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/
46829/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Je
jaring Pengampuan Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/
45486/2024 tentang Rumah Sakit Pengampu Regional Pelayanan Kan
ker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan
Ibu dan Anak;

14. Surat Plh. Direktur  Jenderal = Otonomi Daerah Nomor
100.2.2.6/1240/0OTDA tanggal 23 Februari 2024 Hal Percepatan
Pelaksanaan Rencana Strategis Transformasi Kesehatan;

15.Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian

Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi
Sinergi Program Rumah  Sakit Jejaring Nasional Nomor
HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-
14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota
Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Jejaring Pengampuan Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah
(Kardiovaskuler) merupakan program strategis nasional bidang
kesehatan dalam hal pengembangan pelayanan jantung dan pembuluh
darah yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
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(3) Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja
sama yang bersifat teknis dan operasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya mcmpunyai tugas dan
tanggung jawab :

a. Menyusun  kebijakan daerah untuk mendukung jejaring
pengampuan pelayanan kesehatan prioritas di wilayahnya dalam
rangka pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

b. Memberikan dukungan program peningkatan kapasitas SDM.

¢. Memberikan dukungan anggaran antara lain dalam pemenuhan
SDM, sarana, prasarana, alat kesehatan, kegiatan pengampuan dan
pengembangan terhadap digitalisasi pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengampuan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi rumah
sakit diampu serta memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan
atau moral hazard.

e. Melakukan advokasi kepada BPJS Kesehatan setempat dan pihak
lainnya yang terlibat dalam mendukung program rumah sakit
jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas

f. Memberikan dukungan lain untuk kelancaran program pengampuan
sesuai dengan kebutuhan rumah sakit pengampu dan rumah sakit
diampu sesuai kewenangan Pemerintah Daerah

g- Bertindak sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

h. Mendukung program pengampuan pelayanan Jantung dan pembuluh
darah di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

i. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dengan RSUD Kabupaten/Kota.

j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Jantung
dan pembuluh darah secara berkala yang ditembuskan ke Direktur
Jendral Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan dan PIHAK
KEDUA.

k. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan ketersediaan sumber daya
manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta
pendanaan.

1. Melakukan pembinaan dan  pengawasan  penyelenggaraan
pengampuan pelayanan jantung dan pembuluh darah sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangannya.
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(2) PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan
tanggung jawab :

a. Merupakan Koordinator Jejaring pengampuan pelayanan Jantung dan
pembuluh darah yang merangkap sebagai rumah sakit pengampu.

b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya
pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan,
dan pendidikan, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.

d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian
Kesehatan terhadap:

1) target tahunan;

2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan
kompetensinya; dan

3) pcrencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan
pelayanan Jantung dan pembuluh darah.

e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan
Jantung dan pembuluh darah, yang diacu oleh rumah sakit jejaring
pengampuan pelayanan Jantung dan pembuluh darah disesuaikan
dengan strata pelayanannya.

f. Memberikan feedback dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu
terkait progres Pengampuan Pelayanan Jantung dan pembuluh darah.

g. Melakukan koordinasi registri Jantung dan pembuluh darah yang
berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan
terpadu.

h. Memberikan feedback dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu
terkait progres pengampuan pelayanan Jantung dan pembuluh darah.

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan Jantung
dan pembuluh darah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada
Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan,
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan pengajuan tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi
PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota
Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

PASAL 8
PEMBIAYAAN
Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau
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sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan evaluasi oleh PARA
PIHAK dan dilaporkan setiap semester kepada :
a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekretariat
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah);
b. Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan menjadi bahan
pertimbangan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Force majeure adalah adanya keadaan akibat bencana alam atau non
alam dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang
moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak
dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) serta  hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan
ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya
dituangkan dalam Nota Kesepakatan tersendiri (Addendum), yang
merupakan bagian tak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:

(1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota
Kesepakatan ini telah berakhir. atau

(2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau  kebijakan
pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota
Kesepakatan ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam
melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
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PASAL 13
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan
dalam Nota Kesepakatan ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan
dalam Perubahan Nota Kesepakatan (Addendum).

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat
berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14
SURAT MENYURAT

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau
persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak
kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus
dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui
e-mail atau WhatsApp dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:
PIHAK KESATU:

RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : JL Zipur Desa Air Anyir, Kec. Merawang,
Kab. Bangka 33712

Nomor Telepon : 0717-9106756, 9106754 / 0811-7176-750 (hotline)

Faksimile £

Email : rsud.soekarno@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Up: Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta 11420

Nomor Telepon : (021) 568 1111 Ext. 5050

PIC : 082168966343 (Andrew)

Email : tata.usaha@pjnhk.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan
perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan
secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan
Addendum Nota Kesepakatan ini.
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PASAL 15
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI
PENYUAPAN

Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PARA

PIHAK akan mematuhi seluruh Undang-Undang anti penyuapan dan anti

korupsi yang berlaku (dan seluruh peraturan dan kebijakan yang terkait).

Secara khusus, PARA PIHAK dengan ini mengakui dan setuju untuk :

1. Mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia
bersama-sama dengan peraturan dan ke bijakan terkait lainnya dan
tidak akan bertindak sedemikian rupa yang dapat dianggap sebagai
pelanggaran atas Undang-Undang tersebut dan persyaratannya,
termasuk namun tidak terbatas pada menawarkan suap atau
melakukan pembayaran fasilitasi kepada Pejabat Publik atau kepada
Pihak lainnya;

2. PARA PIHAK memastikan bahwa Perjanjian ini dibuat bukan atas dasar
pemenuhan janji dimasa lalu atau janji dimasa yang akan datang untuk
menggunakan produk yang dihasilkan oleh salah satu Pihak yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Memastikan bahwa kegiatan yang berhubungan atau terkait dengan
kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan PARA
PIHAK dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang anti-suap dan
anti korupsi serta peraturan dan kebijakan yang terkait.

4. PARA PIHAK memastikan telah memiliki prosedur internal yang
memadai dalam organisasinya untuk mencegah penyuapan yang
dilakukan oleh karyawannya dan orang lain yang berada dalam
pengawasannya,

S. PARA PIHAK dalam hubungannya atau terkait dengan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini, apabila diminta untuk mengambil bagian
dalam kegiatan apa pun, yang melanggar Undang-Undang anti-suap dan
anti korupsi, atau mengetahui adanya suatu tindakan yang dilakukan
oleh karyawannya atau orang lain yang berada dalam pengawasannya
yang berhubungan dengan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju
untuk segera memberitahukan kejadian ini secara detail kepada Pihak
lainnya.

6. Masing-masing PIHAK menyatakan tidak akan memberi komisi, imbalan,
pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga dalam
bentuk apapun juga kepada karyawan atau pejabat PIHAK lainnya, dan
tidak akan mengadakan kesepakatan dengan karyawan atau
pejabat PIHAK lainnya

7. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini jika terbukti salah
satu Pihak melakukan pelanggaran atas Pasal ini.
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PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan
pemerintah dan  peraturan perundang-undangan lain yang
mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya
akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota
Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum
yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

l I,y g/
~__HIDAYAT ARSANI
S

S
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LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAM PROVINSI
KEPULAUAN BANOKA BELITUNG DENGAN RUMAMN SAKIT
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAM HARAPAN KITA

Nomor
Nomor

1440/ |

Tanggal : § Mei 2025
Tanggal : 4 Mei 2025

RENCANA KERJA

/DINKES/ 2025
HK.03.01/D.XIN1/GR// /2025

|
e L5 6 |
|

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
NO RUANG TAHUN INDIKATOR CAPAIAN
AKTIVITAS SUMBER
“‘QE?A;A /KEGIATAN DANA 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | oOutput Outcome PR TUGG S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Jejanng a. Pravisitasi | APBN/ v v v v v | Hasil self | Diperoleh PEMPROV BADEL
pPengampuan KEMENTERI assessmen! | informasi Dinas Keschatan
peluyanan AN layanan layanan RSUD Dr. (H.C) Ir. Sorkarno.
kesehatan KESEHATAN kardiovas kardiovasku
kardiovaskuler kuler di RS | ler di RS yang | Rumah Sakit Jantung dan
yang diampu Pembuluh Daroh Harapan
diampu sebagai Kit: Tim Pengampu Jejaring
masukan Pelayunan Kardiovaskuler :
untuk |
kegintan
pengampuan

— _—
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